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RINGKASAN
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FENDAHTDILITAN
A. Latar Belakang

Indeonesia sebagal negara vang memilikl sumber
kekavean alam yang Eermacamumacam Jenlenva. Salah =atu-~
nya adalah bahan tambang. Seperti diketahui bhshwa penge-
lolaan sumber deayva =alam bisa terdiri dari bsrbagai
bentuk selitor pengusahaan. Salah satu gektor pengusa-—
haan sumber daya alam tersebut adalah saektor pertam-
bangan, khususnya pertambangsn terhsdap behan galjian &o-
longan .

Cebagal landasan konstitusional dan sekaligus arah
bagi pengaturan vang herkaitan dengan sumber dava alam
tertyang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1245, berisi
antara lain : " Bumi dan air den kekavaan alam vang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergu-
nakan sebesar-besar kemakmuran rakyat .

Ketentuan pasal 33 tersebut di atas mengharapkan
bahwa .pelaksanaan penguassan oleh negara atas kekayaan
alam. termasulk sunber dava alam, vyang salah satunva
adalah pertambangan, diarahkan kepsda tercapainva man-
faat vang sebesar-beesarnya bagl kemakmuran rakyat. Untuk
mewujudkan sara vang diingini oleh ketentuan pasal '33
Undang-Undang Dasar 1345 tersebut, maka dikeluarkanlah
ndang-Undang No, 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Keten—
tuan Pokok Pertambangan. Pagal 4 avat (27 Undang-Undang
No. 1} Tabhun 18987 menvebutkan

Pelaksanaan Penguasaan Negara dan  pengaturan

[lzaha pertambangan bahan galian tersebut delam

pasal 3 ayat (1} huruf ¢ Allakukan oleh Pemerintah

Daeralh Tinegkat I tempat terdapatnys bahan galian
ttu. "

Atas dasar ketantuan pagal tersebut di atas. maka

Femerintah Daerrah Tingkat I diberi kewenangan untuk



menguasai dan membuat acturan mengenail usaha pertambangan
lhahan galian geolongan U 41 daerahnya masling-masing, di
mana bahan galian terssabutr berads.

Dalam rangksa memberikan dasasr bagi ussha-usaha
penggalian  kekayaan bahan galisn sebagalmana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 18687, dibuat aturan
untuk mengstur ketentuan-ketentuan pelaksanaan undang-—
undang tersebut, yaitu FPeraturan Pemerlintah HNomor 32
tahun 196% tenteng Felakeanaan IIndang-Undang Ho. L1t
Tahun 1967.

Dalam pasal 47 ayat (21 Peraturan Pemerintah No, 32
Tahun 18692, menvebutkan

Kuasa pertambangan vang dikeluarkan oleh Pea-
merintah Dasrah Tingkat I untuk melaksanskan uaaha

rertambangan termakesud pada avat {1} paszal ini.
digebut Surat Izln Pertambangan Daerah.”

Berdasarkan pasel 47 avat (2) Peraturan Pemerintah
Bomor 32 Tahun 1269, bahwa Kkuassza pertambangan vang
dikeluarkan oleh Pemerintah Daersh Tingkat 1 dissbut
sebagal Surat Izin Pertambangan Daerah.

Dalam pasal 1 huruf (d1 Peraturan Daerah Propinsil
Daerah Tingkat I Jawa Tengah HNo.7 Tahun 1985 Tentang
lgaha Pertambangan Bahan Gallan Geolongan ¢ menvebutkan

"llgaha pertambangan beshan galian golongan © adalah
usaha pertambangan vang terdirl dari atas usaha

ekasploitasi, ekaplorasi, pengolahan/pemurnian,
pengangkutan dan penjualan behan gallan golongan
s

Setlar usaha vertambangan bahan galisn golongan
untuk harus memiliki Surat Izin Pertambangan Daerseh
{3IFPDy, sebagaimana diatur dalam paszsal 3 ayat 1 Peratu-
ran Daerah Tingkat I Jeawa Tengah No. 7 Tahun 1885, vang
bherbunyl

"Usaha pertambangan bahan galian golongan ©  hanva
dapat dilakukan dengan ZIFDT.

&



Gubernur  dapat menuniuk Walikotamedyva untuk mem-—
berikan izin pertambangan daerah. Hal ini diatur dalam
pasal 4 ayat (5) Peraturan Dasrah Propinsi [Daerah Ting-
kat I Jawe Tengeh No. 7 Tahun 1885, berisi :

"Dengan memperhatikan Ekepentingan pembangunan

Daersah. Gubernur Kepals Daerah dapat menunjuk

Burati/Walikotemadya Kepmala Daerah memberikan SIPD
untuk dan atas nams Gubernur Eepala Deserah'.

Untuk wusaha pertambsngan bahan galisn golongan ©
non industri dengan luas wilayah penambangan di bawah 1
hektar, sebagai akibat dikeluarkannya Surat Izin Pertam—
bangan Daerah { SIPD ) oleh Waltkotamadya. Walikotamadya
diberi tugas untuk melakukan pengawasan operasional
terhadap usaha pertambangan bahan gallan geloogan C yang
termasul kewenangannva., Hal int berdaearken pada Kepubtu-
gan Gubernur Kepala Deerah Tingkat T Jawa Tengah Nomor
545,/99/1980 . Untulk melakzanakan hal tersebut Wallkotama-
dya Dasrah Tingkat II Semarang mengeluarkan Keputusan
Wallkotamadva Kepala Daersh Tingkat II Semarang Homor
545.05/674 Tahun 18983 tentang Pembentukan Tim Pertamban-
gan Bahan Galian Golongan C D1 Kotamadys Dasrah Tingkat
11 Semarang.

Fegiatan ussha pertambangan pesir vang lokasinya
di sungsi-sungal yvang relstif jsuh, para pemilik wusaha
pertambangan pasir vang bertanggung Jawab terhadap
segala keglilatan pensmbangan pagir mulail dari  perizinan
sampalil Pelaksansan kKewaldlban—-kewaldiban vang terdapat
dalam eurat izin pertambangsn deerah ( SIPD ). Pemilik
uzaha pertasmbangan pasir herus memniliki 1zin pertam-
hangan daerah, vang masa berlakunya 1 tshun, dan harus
memililk!l  $zin lagi bila masa berlakunva hable. Paslr
vang merupakan kekavaan alam perlu diarahkan dalam
penambangannya supava tidaek lekas habis dan terpenuhlnya
gvarat-gvarat penambangan. Melalui pengawasan dari tim
pertanbangan bahan galian golongan ¢ Kodya UDati 11

Semarang supava aturan yveng terdapat 41 dalam Peraturan



NPaprah MWo, 7 Tahun 1985 ditastil oleh pewilik usaha
pertambangan wasir. Yang =alah satunya adalah ketaatan
memenuhi peravaratan vang tercantum dalam SIPD (pasal 10
hnruf g Perda Proplnei Deti I Jaws Tengah Wo. 7 tahun
188571 .

Dikeluarkannya SIPD tersebut akan menimbulkan
suatu kewajiban yvang harus ditaati oleh pemsgang B3IPD,
baik ketentuan teknils penambangan maupun kewajiben
lainnya yang tercantum dalam SIPD.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uralan tersebut di atas panulis
kemukakan permasalahan sebagail berilut

Apakah penegakan Hukum Peraturan Daerah Propin-
8i Dati I Jateng No. 7 Tahun 1985 mempengaruhi ketaatan
perizinan  pemillk usaha pertambangan pasir di Kodya
Semarang 7.





